
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dalam Pengujian 

KUHAP 
 
Jakarta, 23 Agustus 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 

54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Selasa 

(24/08), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang 

teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., 

Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., dkk.  Norma yang diujikan adalah Pasal 

54 UU 8/1981 KUHAP. 

Dalam sidang sebelumnya (02/08), Sustrisno menjelaskan, advokat adalah orang yang berprofesi memberi 

jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 

Pasal 1 ayat (1) UU Advokat. Sementara sesuai Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, advokat berstatus sebagai 

penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Sutrisno, KUHAP merupakan hukum positif yang berlaku dalam sistem peradilan pidana yang 

merupakan landasan aparat hukum, yaitu penyelidik dan penyidik di dalam penegakan hukum pidana materiil 

karenanya harus berjalan dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Selain itu, berlandaskan pada 

filosofi bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam bagian kosideran UU Hukum Acara Pidana yang 

menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi pemerintahan 

itu tidak ada kecualinya. 

Sutrisno juga menjelaskan, advokat mempunyai hak untuk memberikan bantuan hukum atau pelayanan 

hukum kepada saksi, tersangka, terdakwa, terpidana dalam proses perkara pidana untuk memastikan proses 

pemeriksaan dalam setiap tingkat berjalan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku due 

process of law. Selain itu, dalam Pasal 54 KUHAP hanya disebutkan tersangka atau terdakwa berhak 

mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama atau dalam waktu dan pada 

setiap tingkat pemeriksaan maka ketentuan tersebut telah dan atau menghilangkan hak advokat untuk 

menjalankan haknya sebagai penegak hukum dalam mendampingi saksi pada tingkat pemeriksaan, 

penyelidikan dan penyidikan. 

Menanggapi keterangan pihak terkait, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta pihak terkait untuk 

menambahkan penjelasan lebih detail mengenai bantuan hukum. Menurutnya, keterangan PERADI sedikit 

ambigu.  (Ega/MHM) 
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